
BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR T2 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH KABUPATEN MALUU TENGAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang a bahwa untuk relaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Noror 0I Tahun 201%  tentang 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penjabaran 

pertanggungawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian dari pertanggungiawaban 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dittapkan denga Peraturan Bu pati, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2016, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENOAH, 



¥ 

Meng1ogd Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penctapan Undang-Undeng Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tee.tang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra ingkart if Dalam Wilpyah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 N0m0r 80, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 

2. Undang-Undang Noor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng&araan Negara yang Bersih dan Bebas dani orupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Repnbhik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851], 

3. Undang-Undang Nomor 1?7 Tahun 2003 tentang ieuangan Negara tLembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2003 

Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4286, 

4. Undang-Undang Nomor I Tahon 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 4355, 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahan 2004 telag Pemerikscan Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400), 

6. Undang-ndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ant~ra Pemerintah Pusat. dan Pemerintahan 

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2064 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia 

Noror 4438; 

8. Lndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor t30, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5049j 

9. Ur.dang-UJndang Nomor 12 'Tahun 20 I  tentang Pembentkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera 

Pepublik Indonesia.Tahun 2OI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Noror 5234, 
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Io. UndangUndang Nomor 23 Tahun 20% tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep ubhik Indonesia Tatun 

20 Noor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sbagaimana telah diubah beberapa 

kahi diubah terakhir dengan Undang-Uodang Nomor 9 Tahun 205 tentag Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tLembaran Negara Rcpublit Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5679]; 

1 l  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan cpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2i0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 

4028), 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negara 

Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Inconesia Nomor «502 

I3. Peraturan Pemerntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

200S Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575] 

, Peraturan Pererintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Darrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578] 

lb. Feraturan Pemenintah Nomot 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror I50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585], 

16. Peraturan Pemerintah Noor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

} Republik Indonesia Nomor 4593; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lem baran 

Negara 'epubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 
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I8 Peraturan Pemerintah Nomnor Mormoe 2l Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pererittah Nomor 2 

Tahun 20~4 entang edudukan Protokoier dan Keuangan Pipinan an Anggota Dewan ferwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik ldonesa Nono 

4712, 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemcrintah Noor 56 Tahun 2005 

tentang Sistern informasi Keuangan Daerah tLzmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor [ 1  T a n b a h a n  

Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5155, 

20, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahu 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembarao Negara Republile 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repuohik Indonesia Noror 5165; 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201I tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repab lik Indonesia Tanun 

2011 Nmor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 52 19] 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Noror 5272], 

23. Peraturan Permerintahan Nomor 83 Tahun 201 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinah Nomor S Tahun 2009 

tentang antuan Keuangan Kepada arta Politik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 19%, 

Tgmhah an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 535 1} 

24 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nrnor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55331 

25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 

26. Peraturan Presden Nomar 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nmor 54 Tahumn 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenintah, 
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27 Praturan tenteri Dalam Ncgeri Nomo I Tabun 2006 rentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Dacrah sebagaiman 

ctah diubah bcbcrapa kali terakhis dengan Pera;tan le:tei Dalamn Negeni lgmor z! Tahun 20ll tentang Perubahan 

Kedua tas Peraturan Menteni Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah 

(Lemharan Negara Tahun 2011 Womor 310] 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 17 Tahu 2007 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Barang Miik Dacrah, 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 37 Tatun 20I tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanya Daerah Tahun 2015; 

30 Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tetang Lrsan Pererintahan yang merjadi Kewenangan Kabupaten Maluku 

Tengah [uembaran Daerah Kabupaten Maluku Tcngah Tahun 2008 Nomor 45]; 

3l Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Noor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nom6r 5$, 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun 201 12031 (Lembaran Daerah Kabu paten Maluku Tengah Tahen 2012 Nmor 107} 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Noror 22 Tahun 220133 tentang encana Pembangunan dangka Menengah 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 (Lem baran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 

159), 

34. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaton Maluku Tcngah 

Tahun Anggeran 2016 [Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Norr 179]; 

35. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pertangguangiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabu paten Maluku Tengah Tahun 2016 

Nomor 280], 



Menetapan 

36. Peraturan Daerah Noror 033 Tahun 2016 tentang Perubahan oggaran Pendapatan don Belanja Daernh Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun Anggaan 2016 {Lembaran Daerah Kabupaen Malaku Tengah Tabun 2016 N u  182 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 

Pasal l 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari 

Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Rp. 120 254,443.504,22 
Rp.1,301.654 768.529,00 
Rp 176597 229,02297 

I 

Jumlah Pendapatan 

2 Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
I Belanja Pegawa 
2) Bclanja Bunge 
3] Belana Subsidi 
4] Delana Hibah 

Rp 767 772.340.570,00 
Rp 0,00 
Rp 0,00 
Rp. 74 708.953.840,00 

Rp. 1.598 506.441 056 19 
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5) B e l a  Bantuan Sosa 
6) Belanja Bag Hasil 
7 Belanja Bantus Keuangan 
8 Belanja T.da Terduga 

1, Belanga Pegawa 

2 Belanya Baraag dan Jaso 

34 Belanja Modal 

Rp 

Rp 

Rp 

28.662.005.823,00 

271.770 264.340,00 

332 200.23 1 350,00 

999042.279 231,00 

Rp. 6.349.000.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 140.421,506.321,00 

RD 9790478500,00 
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91.004 931 966,70 

b. Pengeluaaran R.9oO 

Jumah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

p, 632632501513,pg 

R o 1 6 3 1 6 7 4  780 744,00 

(Rp. 33.168.339.687,81 

RD 91004931966,7g 

RD. 57836.592 278,89 

Jumlah Belanyo 

Surplus/(Defisit 

3 pembiayaan 

a Penerimaan Rp 
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Pasad 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud pada Pasal tercantum alam Lampiran { Peratu ran Eupati 

imi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkcar 

Pasal 3 

Ring kasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal l dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 

teals.as Aggaran 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimnana dimaksud pada Pasa] 3 tercantum dalam Lampiran ft Peraturan Bupati 

imi dan merupakan bagran yang tidak terpusahkan 
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PasalS 
Peratran Bu pati ii mulat ber'aka pada tanggal diundangkan 
gar setiap orang mengctahuinya, memerintankan pengundanan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya d%lam g.% 
Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

BERITA DAERAH KKABUA!fEN MALUKU TENGAN TAHUN 20TT NOMOR 343 

Diteta pkan di Masohi 
pada tanggal, Agustus 217 

ALUKU TENGAH, 

TEN MALUKU TENGAN 

le 

UMAREL IBRAHIM 

Diundangkan di Masohi 

pada tanggal, t Agusrus 017 

SEKRETARIS DAERAH 

I 

___ ; _ 



ENJELASAN 

AS 

PEATURAN BUPATI MALUU TENGAH 

NOMOR T2 TAHUN 201T 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANCGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE:ANJA DAERAH KABUPATEN MALUKL TENGA[H  

TAHUN ANCGARAN 2016 
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LMUM 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20!4 

entang Pemeriptah Daerah yang diikuti Peraturan Pemerintah Nomor i83 Tahun 2016 tentang Orgamisasi Perangkat Daerah Tahun 

Anggaran 20l6 serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang harus dirumuskan dan/atau 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang mehipunib aspek perencanaan, penggaran dan pertaoggungjawaban yang disetujui bersama 

antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetagkan dengan Peraturan Daerah olh Kp&la Dacrah setelah disctujti oleh Gubernur untuk 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku setarna satu tahun anggaran 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan di atas maka aspek-aspek yang menai muatan pada Peraturan Daerah ini terdiri dari 

Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

untuk ruenlanai program kegiatan pernerintah daerah selama satu tabun anggaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan 

uang melalui rekerning kas daerah, yang merupakan hak daerah datam satu tahun anggaran yang tidak periu dibayar kembali oleh 

daerah 

Pendapatan Daerah sebagaimana dijcleskan diatas terdiri dari 
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Pcndapatan Ashi Daerah: 

b. Dana Pcrimbangan 

Lain-Lain Penapatan Daecrah yang Sah 

Belanja Daerah 

Berasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, belanja dacrah digurakan untuk pelaksanan urusan pererintahan konkuren yang 

menjadi kewenangan daerat yang terdin atas urusan pemerintahan wajib dan urusat pemerintahan pihihan Belanja daerah tersebt 

diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajih terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan 

minimal serta oerpeooman pada standar tekmis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-uunoangan 

Belantja dacrah untuk urusan pemerintahan wajib yang tdak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pithan 

berpedoman pada anatisis standar belanja dan standar harga satuan regional. 

Belanja daerah terdi dari 

a Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung, 

l 
3 Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dikarenakan anggaran belanja lebig besar dari 

pada anggaran pecrdapatan daerah yang tersedia dalam APBD. Surplus atau sefisit APBD adala.h selisih antara anggaran pendapatan 

daerah dengan anggaran belanja daerah 

embrayaan Daerah terdiri dari 

a Penerimaan Perbiayaan Daerah; 

b Pengcluaran Pembiayaan Daerah; 
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l ASAL DEM! PAA 

Pasal 1 Cukup .&las 

Fasal2 Cukup Jelas 

Pasal3 Cukup Jelas 

Pasal Cukup Jelas 

, Pasal5 Cukup Jelas 
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